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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016  

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  

MENENGAH DAERAH KABUPATEN  

KOTAWARINGIN TIMUR  

TAHUN 2016-2021 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan 

Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan  Nasional ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

SALINAN 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang   

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4817); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 34); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Timur Tahun 2016 Nomor 8); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 
2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan  

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
 

Dan 

 
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

TIMUR TAHUN 2016-2021. 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8), diubah 

sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

 
   (1) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang 

penyusunannya berpedoman kepada  Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional. 

   (2) Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 

sebagai berikut : 

    a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan 
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan RKPD. 
 
    b. Bahan penyusunan dan evaluasi Perubahan Renstra 

Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai 
sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin 

Timur yang termuat dalam Perubahan RPJMD 
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. 

 
    c. Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan 

RKPD. 
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  2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 3 

 
    Ruang lingkup Peraturan Daerah Perubahan RPJMD 

Tahun 2016-2021 memuat sistematika Perubahan RPJMD 

Tahun 2016-2021 serta Pengendalian Dan Evaluasi. 
 

  3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut :  

Pasal 5 

   (1) Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 

2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri dari : 

    BAB I.  PENDAHULUAN 

    BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

    BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

    BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

DAERAH 

    BAB V.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

    BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

    BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

    BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

    BAB IX. PENUTUP 

  (2) Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

    

Ditetapkan di  Sampit 

pada tanggal 15 Februari 2019 
 

BUPATI KOTAWARINGIN  TIMUR, 

 
Ttd 

 

SUPIAN HADI 
 

 
Diundangkan Di Sampit 

Pada tanggal 15 Februari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KOTAWARINGIN TIMUR, 

Ttd 

HALIKINNOR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2 
 
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 10/2019 
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  

TAHUN 2016-2021 
 

I.  UMUM 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
Pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan 
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program 
Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai 
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah 
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Kotawaringin Timur  
H. SUPIAN HADI, S.Ikom dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur  
Drs. H.M. TAUFIQ MUKRI, S.H., M.M. dalam janji politiknya yang terpilih 
berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten 
Kotawaringin Timur yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. 

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 
yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanah 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
 Angka 1  
 Pasal 2 
  Cukup Jelas 

 Angka 2  
Pasal 3 

 Cukup Jelas 
 Angka 3 

Pasal 5 
  Cukup Jelas 
 

Pasal II 
 Cukup Jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 258  
 

 


